
 
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI 

GENERALIS TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS 

DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

 

 

TESIS 

 

Oleh 

Mhd. Habiburrahman 

NIM. 13.0254.1190 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI 

PROGRAM PASCASARJANA 

BANJARMASIN 

2016 M/1437 H 

 



PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI 

GENERALIS TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS 

DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

 

 

TESIS 
 

 

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari 

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  

Menyelesaikan Program Magister 

Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

Oleh 

Mhd. Habiburrahman 

NIM. 13.0254.1190 
 

 

 
 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI 

PROGRAM PASCASARJANA 

BANJARMASIN 

2016 M/ 1437 H 



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama    : Muhammad Habiburrahman 

NIM    : 1302541190 

Tempat tanggal lahir   : Medan, 14 Nopember 1982 

Program Studi   : Hukum Ekonomi Syariah (HES) 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “PENERAPAN 

ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS TENTANG 

EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS DALAM SENGKETA EKONOMI 

SYARIAH” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut 

sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya 

asli saya atau atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. 

 

 

Banjarmasin, 29 Februari 2016 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Muhammad Habiburrahman 

 

 

 

 

 

 

 



PERSETUJUAN TESIS 

 

 

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI 

GENERALIS TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS 

DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

 

 

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH 

Mhd. HABIBURRAHMAN 

NIM. 1302541190 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  

untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji  

 

 

 

 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

 

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum   Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH MH 

Tanggal ……………..   Tanggal ………………… 

 

 

 

 

 



PENGESAHAN TESIS 

 

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI 

GENERALIS TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS 

DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH 

 

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH 

Mhd. HABIBURRAHMAN 

NIM. 1302541190 

 

Telah diajukan pada Dewan Penguji 

Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 

Dewan Penguji 

Nama        Tanda tangan 

1.  Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.  

(Ketua)       1. 

2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum 

(Anggota)      2. 

3. Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH MH 

(Anggota)       3. 

4. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si 

(Anggota)      4. 

 

Mengetahui 

Direktur 

 

 

 

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag. 

 



DAFTAR TRANSLITERASI  
Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam media pendidikan Jurnal 

Pendidikan Islam menggunakan dua model: 1) model Library of Congress untuk 

transliterasi Arab ke dalam Bahasa Inggris, dan 2) model transliterasi berdasarkan 

Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 untuk transliterasi 

Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.  

Transliterasi model L.C. 

 ṭ = ط  a = ا 1

 ẓ = ظ  b = ب 2

’= ع   t = ث 3  

 gh = غ  th = ث 4

 f = ف  j = ج 5

 q = ق  ḥ = ح 6

 k = ك  kh = خ 7

 l = ل  d = د 8

 m = و  dh = ذ 9

 n = ن  r = ر 10

 w = و  z = ز 11

 h = ه  s = س 12

’= ء   sh = ش 13  

 y = ي  ṣ = ص 14

   ḍ = ض 15

 

Pendek A =  َ __ ; i =  ِ  u =   



Panjang Â =   َا ; î = ى ِ û =   و    

diptong Ay =  ّيي  ; aw =  و َ 

Catatan:  

1. Kata yang berakhiran ta marbutah (ــت) ditransliterasi dengan atau tanpa “h”; 

jika kata tersebut berada pada kata pertama dalam sebuah frasa, maka ta 

marbutah ditransliterasi dengan “t”.  

2. Huruf alif-lâm (ال) ditransliterasi dengan al -; jika menempati setelah 

preposisi, maka huruf alif-lâm ditransliterasi dengan ́l-.  

3. Ayat al-Qur‟an ditransliterasi sesuai pengucapannya. Contoh: Kata Bahasa 

Arab secara umum: ھهیت  = Ahliyyah atau ahliyya انبقرة سورة = sûrat al-Baqarah 

 انناس  یھا یا :ahl as-sunnah wa ́l-jamâ„ah Ayat-ayat al-Qur‟an = وانجماعت انسنت  ھم

= yâ ayyuha ́n -nâs فیھ ریة لا انكتاب ذنل = dhâlika ́l-kitâbu lâ raiba fih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 
Mhd. Habiburrahman, Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis 

Tentang Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Sengketa Ekonomi Syariah, Dr. H. 

Jalaluddin, M.Hum. dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH MH, Studi Hukum Ekonomi 

Syari‟ah Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016. 

Asas hukum, inkonsistensi, peradilan, arbitrase. 
Munculnya lembaga ekonomi syari‟ah telah memunculkan sengketa 

keperdataan yang baru yaitu sengketa ekonomi syari‟ah. Dalam proses litigasi, 

peradilan agama memegang peranan dalam menyelesaikan sengketa 

perekonomian syari‟ah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang 

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama. 

Di luar litigasi, arbitrase menjadi salah satu badan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah atas dasar kesepakatan para pihak yang 

bersengketa. Selama ini penyelesaikan sengketa di luar peradilan didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, sedangkan peraturan berkenaan dengan arbitrase yang 

menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah, hingga saat ini belum ada. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan asas hukum lex 

specialis derogate legi generalis atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah dan penerapan asas hukum lex specialis derogate legi 

generalis terhadap undang-undang tersebut atas kewenangan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional 

(BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundang-

undangan sebagai bahan primer objek kajian. 

Kewenangan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syari‟ah didasarkan pada undang-undang peradilan agama dan peraturan 

perbankan syari‟ah. Adapun kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa 

di luar pengadilan selain didasarkan pada undang-undang arbitrase juga 

didasarkan pada kesepakatan yang bersengketa sebelum atau sesudah terjadi 

sengketa. 

Kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari‟ah 

di luar pengadilan didasarkan pada kesepakatan masing-masing pihak. 

Kesepakatan ini juga didasarkan pada beberapa fakta Dewan Syariah Nasional 

yang mendorong para pihak yang melakukan transaksi ekonomi syari‟ah untuk 

memilih Basyarnas sebagai badan di luar pengadilan yang menyelesaikan 

sengketa non litigasi. Penentuan lembaga ini merupakan pengejawantahan dari 

asas lex specialis derogate legi generalis terhadap Undang-Undang Nomor 30 

tahun 1999. 



Dalam tesis ini telah ditemukan sebuah fakta terjadinya inkonsistensi 

hukum, di mana sengketa ekonomi syari‟ah dalam litigasi menjadi kewenangan 

peradilan agama dan menjadi kewenangan Basyarnas untuk non litigasi. 

Kewenangan peradilan agama tersebut mulai dari pemeriksaan perkara hingga 

sampai dengan eksekusi atas putusan hakim. Namun demikian, pada saat 

Basyarnas menjatuhkan putusan, maka secara hukum peradilan agama tidak 

berwenang mengeksekusi putusan arbitrase syari‟ah tetapi menjadi kewenangan 

dari lingkungan peradilan umum, padahal perkara tersebut an sich adalah perkara 

sengketa ekonomi syari‟ah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
Mhd. Habiburrahman, Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis 

Tentang Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Sengketa Ekonomi Syariah, Dr. H. 

Jalaluddin, M.Hum. dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH MH, Studi Hukum Ekonomi 

Syari‟ah Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016. 

Legal principle, inconsistence, court, arbitration. 
The emergence of shariah economic institutions has raised a dispute civil 

the new economic dispute shariah. In the process of litigation, religious courts 

play a role in resolving the dispute over sharia economy based on act no. 3 of 

2006 about the changes to the act no. 7 of 1989 the last changed with act no. 50 of 

2009.  

Outside of litigation, arbitration became one of the authorized agency 

resolve the dispute on the basis of shariah economic agreement of the parties to 

the dispute. For this different settlement of disputes outside the judiciary is based 

on act no. 30 of 1999 regarding arbitration and alternative dispute resolution, 

while the regulation with regard to the arbitration of economic dispute shariah, 

completed up to this point there has been no.  

This research is intended to find out the legal basis of the lex generalis legi 

derogate upon specialists of law no. 30 of 1999 on arbitration and alternative 

dispute resolution in resolving syariah and to find out the legal basis of the lex 

generalis legi derogate upon specialists of law no. 30 of 1999 with the authorities 

of indonesia national board of arbitration (BANI) and national sharia board of 

arbitration (BASYARNAS) in resolving economic disputes. This research 

examines the legal normative merubapakan legislation as the primary object of 

study materials.  

The authority of the judiciary solve economic disputes of religion in 

shari'ah laws based on religious courts and shariah banking act. As for the 

arbitration authority in resolving a dispute outside the court in addition to based 

on the arbitration act is also based on the agreement of the parties to the dispute 

either before going to dispute or thereafter dispute. Shariah board of arbitration 

authority in resolving a dispute outside the court of shariah economic is based on 

the agreement of each party. This agreement is also based on the national council 

of sharia a few facts which encourage the parties in the transaction economy 

shari'ah to select BASYARNAS as a body outside the courts resolve disputes non 

litigation. The determination of this institute is the embodiment of the principle of 

lex generalis legi derogate specialists against act no. 30 of 1999.  

In this thesis have been found to be a fact of occurrence of legal 

inconsistency, where an economic dispute litigation in the shariah judicial 

authority into religion and become an authority basyarnas for non litigation. The 

authority of the religious courts starting from proceeding until up to the execution 

above judge's verdict. However, when the basyarnas dropped the verdict, then 

legally religious courts are not authorized to execute the ruling of shariah 



arbitration but became an authority of public judicial environment, whereas the 

case an sich is a matter of economic dispute shariah. 

 

 

 

 


